
KABUPATEN PRTNGSEWU 
PROVINS! LAMPUNG 

PERATURAN BUPATI Ki\BUPAT~N PKINGSEWU 

~OMOR 2:, TAHUN 2018 

iENTANG 

SAL -NAN 

JADW AL R~T.l!.:N SI ARSIP URUSAN PENGADAAN PEMERINTAH 
KA□UPATEN PRINGSEWU 

M enim t.Jwl.g 

Mengi::1gat 

DENG.i\N RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI PRJNOSEWU, 

a. bah:wa dengan tcrt.ibnya sumt Kepala A.nrip Nasional 

RP.flu hlik Indonesia Nomor B-PK02J)9/63/2017, ranggal 

13 November 2017 ten1ang Persetujuan Jadwal Retensi 
Arsip (JRA} Fasilitatif Fungsi Keuangan, Ke~gawaian 

dan Aparatur Sipi1 Negara serta substantif Pemerintah 

Da.eroJi Kabupaten Pringsewu perlu m~~tapkan JRA 

Urusan Pengadaan; 

b. bahwa oerdasa.rkan pertimbangan sebagai111H.ua 

dima.ksud dalam huruf a, pcrlu menetapkan Peraturan 

Ru~ti r.entang Jadwal Retensi Arsip Urusan 
Pengadaan Pemerintah Kabupaten Pringsewu; 

1. Undang-Undang ~umo1 33 Ta.bun 2004 tcntang 

Per~mbansa,n Keuangan n.ntara Pe-merint:;1h Pusat dan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436); 

1. Unda.r.;.g-Unrl:;mg Nomor 48 Tahun 2008 tentang 
Pembentukan Kabupaten Pringsewu di Provinsi 
Lampung (Lembaran Negara RepubHk Indonesia 
Tahun 2008 Nomor 185~ Ta.111bahan Lernbaran Negara 

RepubUk Indonesia No-mor 4932); 

3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang 
Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2007 Ncmr,r 129t 'Ta,mbahan Lem.ha.ran Negara. 

Repuhlik Tndonesia Nomor 4774); 



4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang 
Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Numui· 1a2, Tambahan Lcmbamn 
Negara Republik Indonesia Norn.or 5071 ); 

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lcmbaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembanm Negara Repubtik 
Indonesia Nomor 5234); 

6. Undang-Unda.rig Nomor 23 Tahun 2014 ten tang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 
(Lr.mharan Negara Republik Indonesia 'Iahun 2015 
Nomor 58, Tambahan Lembaxan Negara Republik 
Indonesia Nomor 5679); 

7. Undang-Undang Nomor 30 1'Ahun 2014 tentang 
Administ:rasi Pemerintahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia iahun 2014 Nomor 292, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5601); 

8. Peraturan Pemerintah Norr.or 28 Tahun 2012 
tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 
Tahun 2009 tentang Kcar6ipan (Lcmbaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286); 

9. ?eraturan Menteri Dalam Negeri No,nor 80 Tahun 
2015 tentang Pembentukan Prociuk Hukum nae.r::ih 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 :'Jomor 
2036); 

10. Perat\lra.11 Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 16 
Tahun 2016 tr.ntang Pembentukan dan Susunan 
Perangkat Daerah Kabupaten Pringsewu (Lembaran 
Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2016 Nomor 16J; 

1 1. Peraturan Bupati Kabupaten Pringsewu Nnmor 43 
Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisa.si, 
Tugas Pokok Fungsi dan Tata Kerja Dinas-Dinas 
Pemerintah Uaerah; 



Menetapkan 

MEMUTUSKAN: 

PERATURA..'l BUPA1'1 TENTANG JADWAL RETENSI ARSlP 
URUSAN PENGADAAN PEMERINTAH KABUPATEN 
PRINGSEWU. 

BABI 
KETENTUAN UMUM 

Pasal l 

Dalam Peraturan Bupati ini yang llllllaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kabupaten Pringsewu. 

2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai 
unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang 
an:mimpin pelaksanaan urusan pcmerintllban yang 
menjadi kewenangRn dBerah otonom. 

3. Dinas adalah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 
Kabupaten Pringsewu. 

4. Retensi Arsip adalah jangka walctu penyimpanan 
yang wajib dilakukan terhadap suatu jenis axsip 
kepegawaian. 

5. Arsip adalah rekaman kegiatan at.au pP.ristiw.!' daJam 
berbagai bentuk dan media sesuai dengan 
perkembangan teknologi informasi dan komunikasi 
yang di buat dan diterima oleh lembaga negara, 
pernedntahan daerah, lembaga pendidikan, 
perusahaan, organisasi politik, organisasi 
kemasyarakatan, dan perseorangan dalam 
pelaksanaan kehidupan bennasyarakat, berbangsa 
dan bemegara. 

6. Arsip Dinamis adalah arsip yang digunakan secara 
langsung da1am kegiatan pencipta arsip dan disimpan 
selama jangka waktu tertentu. 

7. Arsip Aktif adalah arsip yang frekuensi 
penggunaannya tinggi dan/atau terus menerus. 

8. Arsip lnaktif adalah arsip yang frekuensi 
penggunaannya telah menurun. 

9. Arsip Vital adalah arsip yang keberadaannya 
merupakan persyaratan dasar bagi kelangsungan 
operasional pencipta arsip, tidak dapal dipe,·baharui 
dan tidak tcrgantikan a.pa.bila rusak atau hilang. 



10. Arsip Sta.tis adalah arsi.p yang dihasilkan oleh pencipta 
arsip karena memiliki nilai guna kesejarahan, telah 
habis retensinya dw1 berketerangan dipennancnkan 
yang telah diverifikasi baik secari1 langsung maupun 
tidak langsung oleh Arsip Nasional Republi.k Indonesia 
dan/atau lembaga kearsipan. 

11. Ja.dwal Rctensi Arsip yang selanjutnya disingkat 
,IRA ::tdalah daftar yang berisi sekurang-kurangnya 
berisi jangka waktu penyimpanan atau retensi, jenis 
arsip, dan keterangan yang berisi rekomendasi tentang 
penetapan suatu jenis 1u-sip dimusnabkan, dinilai 
kembali, atau dipermanenkan yang digunakan sebagai 
pedoman penyusutan dan penyelamatan arsip. 

12. Lnit t'engolah adalah satuan kerja pencipta ansip yang 
mcmpunyai tugas da,, tanggungjawab mengolah 
semua arsip yang berkaitan dengan kegiatan 
penciptaan arsip di lingkungannya. 

13. Unil Kearnipa.n adalah &atuan kerja yang mclelro.t po.da 
pencipta arsip yang m~miliki tugas dan tanggungjawab 
dalam penyelenggaraan kearsipan yang me1iputi 
kebijakan, pembinaan kearsipan, dan pengelolaan 
arsip dalam suatu syst~rn k.eitn1ipan nasional yang 
didukung oleh &umber daya manusia, prasarana dan 
sarana. serta sumbere daya lainn.va. 

14. Lemba.ga Negara adalah lembaga yang menjalankan 
cabang-cabang kekua$ailll Negara yang meliputi 
eksekutif, lf!gislat.if, dan yudikatif, serta. lembaga lain 
yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan 
penyelenggara.an Negara sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undar1!!):lll. 

15. Nilai Guna Sekunder adalah nilai arsip yang 
didasarkan pada kegunaan ars:p bagi. kepentingan 
pengguna arsip diluar pencipta arstp dan kegunaannyi:i 
sebagai bahan buldi pertanggungjawaban nasional dan 
memori kilektif bangsa. 

16. Nilai Guna Kesejahteraan adatah niJai yang 
mengandung fakla dan ke~angan yang dapat di 
gunakan untuk menjelaskrul tentang bBgaimana 
organisasi yang bersangkutan dibentuk, 
dikembangkan, diatur, dilaksanakannya fungsi dan 
tugas serta bagannana terjadinya peri~diwa 
kcscjarohEIJl ta.npa dikaitkan secana langsung dengan 
penciptanya, yaitu informasi meni:tenai orang, tempat, 
benda, fenomena, masalah dan sejenisnya. 



BAB II 
TUJUAN 

Pasal 2 

(1) Mcmcnuhi Kebutuhan Organisasi, dalam 
mewujudkan pengelolaan arsip yang efisien, efektif, 
mudah dan lancar dalam pelaksanaan kegiatan, juga 
dalam rangka penyelamat:an arsip yang bemilai statis. 

(2) Memenuhi Kewajihl'ln PP.lllerintah Kabupaten untuk 
menyusun JRA. 

BAB III 
PELAKSANMN JADW AL RETENST ARSIP 

Pasal3 

Retensi Arsip Urusan Pengadaan sebagannana tercantum 
dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak 
terpisahkan dari Peraturan ini. 

?asal4 

(lJ JRA Urusan Pengadaan mcmuatjenis orsip/doku:men, 
reten~i l'ltau jangka waktu simpan minimal, dan 
keterangan. 

(2) Penentuan retensi an:1ip dihitung sejak kegiatan 
dinyatakan seleaai hak dan kewajiban l'lhrn hP.rkas 
sudah dinyatakan Jengkap dan tidak bertambah lagi. 

(31 .l'enentuan retensi arsip didasarkan pada akumulisi 
retensi arsip aktif dan inaktif dengan 3 (liga) pola: 

a. 2 (dua) tahun untuk nilai guna administrasi; 

b. 5 (Jim.a) tahun untuk nilai guna hukum, inforrnasi 
dan teknologi; dan 

c. 10 (sepuluh) tahun untuk nilai guna 
pertanggungjawaban catatan keuangan, bukti 
pembukuan dan data pendukung administrasi 
keua.ngan yang merupakan bagian dari bukti 
pembukuan. 



BAB IV 
JANOKA WAKTU 

Pasal5 

( l) Retensi arsip sebagaimana dimaksud daJa.m La.111pfra11 
Pcraturan ini memperhatikan ketentuan: 

a.. peni.luran perundang-undangan yang mcwajibkan 
arsip disimpan dalam jangk.11 waktu tertentu; 

b. pen1tumn perundang-undangan yang mengatur 
daluarsa penuntutan hukum; dan 

c. kepenringan pP.riAnggungjawaban keuangan. 

Pasal 6 

Rekomendasi yang dituangkan dalaJn keterangan tentang 
penetapan suatujenis arsip climusnahkan, dinilai kembali, 
dan <lipenn ... nenkan ditcta.pkan berdasarkan 
pertimbangan: 

a. keterangan musnah ditentuJcan apabila. pada masa 
akhir retenai arsip tersebut tidak memiliki nilai 
guna;dan 

b. keterangan pennanen ditentukan apabila dianggap 
merniliki nilai guno. keeejarahan atau nilai guna 
sekunder. 

DADY 
RUANG LTNGKUP 

Pasal7 

( 1) Jenis orsip uru~ pengadaan meliputi: 

a. perumusan kebijakan; 
b. pelaksanaan pP.n~da::in; 

c. pengembangan strategi pengadaan; 
d. monitorin_g evaluasi dan pengembangan system 

informasi; 
e. pengembangan dan pembinaan sumber daya 

manusia; dan 
f. hukum penyde&Lian sanggah. 



JRUSAN PENGADAA.'i 

NC JENIS/SERIES ARSIP 

1 lll 
l. KEDIJAKAN 

Kebijakan: Pengea,banaan Strategi, Monitoring-evaluasi dan Penl!"mbangAn Sistem 
lnlormasi, ?'cngembangAn dan Pembina&n S1UDber Daya Manusia, Hukum dan 
Pc:1yclo,a.i411 Sangg<>h. 

A. Pengkajian dM pengu!JU!an kebijalran 
B. l'ellyiapen lcebiakan 
C. Perumusan keb!Jakan 
T.> NnrmA ~'""""' PmM:due Kriteri• !NSP.Kl 
E. l'elletapan :.Ceb(alcan 
F. MOU .. . ·--

::I. PELAKSANAAN PENOADAAN 
A Penyusuna.-i rencana umum pengadun 

l). ldentilikasi dan Adaliaie Kebutuhan Barang/Jasa 
2). Pt:nyui-,vnwi W1D. Pt::u~~ Reo.CtlJ.H. Pc.l\gA1.1ggamn Pcngndnnr 

3). Penetapan Kebijakan Umum 
4). Pell)'UB\lJlail Ke,angka Acuen Kerja (;{Al{I 
5). PellgUD:Uman Renama Umum l'engadaan ~--· . . . . ···-··· ... ... 

B. Pemilihan Peny~dio. 

1). Peniapan Pemilihan Peoyedia 

a), Kaji ulang penpdaan 
b). Menyusun dan meoetap.<an spesilll<asi t•knis 
c). Menyu~un dan m~t"l)LlUI Mc:u-gc:1 P1:r1rinuum ~-,,tin (HI'S, 

d). Menetapkan rancangan kontrak 
el, Menvnsun dokuioen peuadaan 

LA~WIRAN : PERATUJ.,AN 3lJP!\.n P!Ut,QSEWU 
l\UMVI< 

TANC\C\AT. 

JA.'iGKA WAKTIJ PENYIMPANAN 
AK'nF INAKTIF 

J 4 

2 tahun sejak penet.apan 3tahun 
kebijakan yang ICl'bQtU 

. -·· ·-

2 tllhur. setelah proses 3tahun 
kcPt"-f' dinya.takan Gelct1ai 

dilaksmakan 

... .. 
3 tahun 

2 14bun ••telah proses 
kegiatandinyatakan ~!ei,ei 

dmksm~..Mt 

' 

-. 

~ •:,11:u;J ~1S 
~ Ai>ri!. :·G Hl 

KETl!RAlfG Alf 

5 

Pemumen 

--··· 

Musnah 

Musnah 



NO JENISJSEl!i&S /IRSll' 
JANGKA WAKTIJ PENYIMPANMI 

KETERANCAN -- ··-·· ·-- ---
AK'l'IF l~AKTIF 

1 2 0 4 11 
2). Pelaksenaa'l Pemiliban Penvedia 

a). Lelang 
- l'cngumumrut 

- :PP.n,fafts.mn 

- Penjelasan peketjwm 

- Pemasutan dan pembukaan penawaran 
Evoluo.si pcnnwaran 

- Penetapan dan pengumuman pemenang 
b). e•Pir-chasing 
c). P•~gad•au r-mgsung dan Penunjuk.811 Langs-Jng_ .. ... .... ---·-·- .... ··--···-·-· --·--

C. Penandatan11Man Kontrak dan hlaksanaan Koutrak 3 tabun Musnah 

11- Per.andatanganan Kontrak 
a). su,at. Penunjuluan Pen!edia Barana/J,.... (SPPBJ) 

2 tahuu setelah konlrak 
b). Kontral< betak:1ir clan lcewejibanpara 
r.J. Sutal 1"'rin1Ah Mu 1.,; KP.rj" (SPMKJ pihak t<oleh ditun<W<A11 

2). Pell.k"8fUUIJ1 Kontrak 
a). Laporan Pelakssns:aJm 

.. !.>>.:. .. ~~~-A.c"'~ Sez:1!h_Tem.,a ~:4-911 
D. Swakelola 2 tahur, .,.,t,Jah proses 3 talrun Musnah 

I). Perencutaan dinyatakan seleeai 

2). 1'1'1ok,anaan 
~ilabu:ina'k-~n 

3)- l'ellgawa><>n clan Ev•b.uui 
---·· . ... ....... . - .. ··--· ··- ·······-····· ... -· ···-·-. 

3. PENGEMB/INOAN STRATEGI Pl!-NOJ\DII.\N 

A. ~ng-P.mh1mg,an ~tmtPg; l'P.flgAflAAJt Umum ?. tahun M!tP.lAh r~:st 3 tahun ~:-m.an~ 
1). Bmangdanjua bgiatandinyatakan ,..Jesai 

a). Balangdanjasa Jainnya 
clils.ksenakan 

bJ. Jasa Konsu'.tansi 

JJ. Pekerjaan 1>.0nstruksi 

A)- Pelo!"""'" Kon<>rrukoi 

bl. Perencana can P<,naa.was Konstr.Jksi 



NO 

1 

,IF..NTS/SERIES ARSIP 

2 
B. 1'.!11ge111bangan Stra!egi ?'engaciBllll Kbusua 

1). Ke111iuaan pemetintoh dmgan be.dan usaha 

a). Kemitraan iAKB$trUktur 

b). Kemitraan non ildrastrul:tur 
:JJ. Sadan \lstaha. dan kHtdaAn \dmRUR 

a). Badan usaha 
b). Bidang pertaharuln kea,r,anan dan kcadaan khus·as 

C. Pengeir.ballgan Iklim Uaaha clan Kerjuwna lntemasional 

1). l'c"l!"mbang.u> f<'ialN usah1> 

Rj, IAJ;')•Atl KP.giRl.an Pengemba.,gan Pclalru usa;.,,. 

. b). i:,;;iumen Kajian Penge111bangan' Pelalr.u Usalla 

--· ·-····· .,... -·· . . -·· 
2). P<!ngem1>ang<1n kesempauut usaha 

"'· Laparan KeJiatm Pcngembangan Kesempata., Uoaha 

.... -------
b). Dol:umen Kajiim Pt:JaKe.a».bMgtm KceempNAU Us&no 

,,_, ___ _ 
:\). Ke,j..,.ama multilak.ral 

a), Laporan Ketjasuna Mul1ilatorel 

JANGK..\ W .ucrlJ Pt:NYIMPANAN 
AXT1F 

3 

2 tahun setelah kerjaaama 
~rakbir dA._ lrP.vajibm 

paza Fihak telah ditulWlce.n 

3 taht111 SW'!Tf!lRh ~~ 
kegialan cinyatakan selew 

dJlak&Mal<an 

2 lnh.1.u:i $Ctdah lapornn 
basil penelitian 
di ublika!likan --~---=P---=~~-

3 tohun &etelah proses 
kegiatan dinyatakan selesai 

wbko•nal<.ln 
···--'--2-1a1i·-unsetelah leporan 

basil penelitian 
. .,, ___ _ ·-·· tlip.11,~~iqo_. __ ~--

3 ta.bun setelah kerjaoama 
berakhir da., lcewajlban 

INAK'J'lF 

4 

3 tah'Jn 

?tahun 

7 tahun 

3 tahun 

1 tal-.un 

KETERAl\'OA?I 

5 
Permar.en 

·-
Petm.:men 

···--

Musnah 

·--+----
Permanen 

-----· 
Jv.usnah 

para piha< telah ditunaikan 
.. ·- - ··-----··. ····----~- ····----·" -+--- ---+-·' 
h). Tlokumen Kajian Kegia.wi Kerjasama Multilateral J tahun setdah laporan 3 tahun Permanen 

.. -----1 

hasil penelitian 
diJ)llb~iltm1 



NO JE!IlS /SERIES /IRSIP 
J,\NGK, W Al<TU PENYIMPA.'IAN KETERANGAN 

t\K'Jll' INAl\.'TIF 

1 2 3 4 $ 

4). Ket)aeama mia1<,ral 
a). Laporan Kerjasaina Bilateral 3 tah1111 oe1elah kerjasoma 7tahun Muanah 

b.rekhir ,bin lrP.WAjihBn 
p,.ra pihak teldt dilunail<an 

.. ·-- . ·- -·-
bJ. Dokumen Kajiar. Kcrjasama Bilateral l tahun aetelah Japoran 3tah1in Peta,anen 

had penelitian 

-- - .... .. diouPUhfflJqm -·· ···--

4. MONTIORJ:\IG-IW/\LUASI DAN P!mGEMBANOAN SISl'EM INPORMASI 

A. PeJ:enCUUWl, MonilOring de.n Evaluo.si Ptngade.en 2 tahUD ""ltiah ptO!.eS 3tahun Musneh 

1), Perencsnaa.~ pengacaan 
k.egi11:1itwdiu.y•alam aclco~ 

dilaksanakan 
a), Perencanaan Pe;1gadaan Pcmcrintab Daerah 

bJ. l:'erencenaan Pe:lgadaatl SKPD/OPD 

2}. Monitoring de.&1 cval1u1.3i 2 tahun setelah proeee 3tahun Pem,anen 

a). Peloksanaan kcbijakan pengadaan kegjaiandinyatakan selesai 
wl~Ulkai, 

___ b). Kinerja pelakee,,,~ pemgad~ _. .. .. -·- ·---- ... 
B. Pengemballgan Sistem !Catalog 

1). Rioo, don lrontnk 2 tahur. setelah proses 3tahun Permanen 

a), Riaet Pasar dan lnduatri 
kegjatan dinyatakan s,Jesei 

di!••:i1il:lmak1Mt 
·---· 

7:;j: !Contrail payuns 
.. 

2 t,,hun '5Ctc1Elh kontrak 
berakhir daan kewajibM 

para pihak tclllh clitunalka.'l 
.. - . 

3 tahun 2). Pengelolaar. katolog l\11lsnah 

aj. Pengendalian pelsksanaan katabg 
2 tahun setelah p,Nes 

kesiatant!.inye.takon iitlesai 

bJ. Evaluaoi kalalog 
diliik..-..kon 

• .... - . . .. .. - ·-· 
c. Pengenbangan Sistem Pengadaan Secam Elekn-onil< 

1). Pengembangan aplwuii dan iekllologt lnlorm""1 2 tah1.u, eetslah &riatem 3 tahua, P~anP.n 

i>p!ikasi di•iJ1#alltan dan 
a). Pengcm~••plib&Sl'St dikembu1gkan (upgrade) 
bl. T.,Iu,,,lngi Tnfotr.1a•i dan Konunikaei Sl'SE 



NO ,IF.Nlfl/SF.RTFS Al!SIP 
JANOKA WAKl'l.1 ?ENYIMPANAN KEURAHGA.~ 

Ala1P INAlml' 

l 2 3 4 IS ·-
8). Alumni 2 tahun setelah data 3tahun Pe:me.nen 

cllperbanli (1<pd.i.c1 

---- ... '-· 
21. Pembinmul Pengaju /Nanmunber 

... .. -··. ·-

a). Selekgi <Ian pengemba.'13an I tahun setelah proses l tahur. Ml.l61na,b. 

kelliatan dmyatekan selesai 
<iilaksanwn 

···-
Iii -Sertlfikasi -·--· 1 tahlln ~•~1ah pn~P.~ 1 tAhnn hrma."\en 

kegalM dinyatskan selesai 
dUeksan'lkan 

<I, Nonitoring dan Evaluui l tahun setelah proses ltahun Permanen 
l<.egi,at"'1 dlnyat&kan ael<w 

diJaksanakan 

- .... 
di, Sistem ln~ormasi 

---2 ia.h~n s:ettibh $J4Te~ 3 t,dlnn Permanen 
aplikaoi ditingkatkan dan 

dikembangkan 

lj. Pembinaan L,mbaga Penyelenmaman Pel8tihan (LPP) 2 labun seteloh pro:3eS 3 tahui> Ptrmanen 

aj. Penilaian 11:'re Akreditasi, Aktedlatul, :surv,ilecl IMS\At~nrl;ny11tAkan aelesai 
clilalcsanakan 

,,_ 
-· - .. .. 

h). Hulwng,>n Ke,jasamaden&anLPP 2 W.Wl ae1elah kerjasa:na 3 tahun Permanen 
berakhir dan kewajibai, 

para. pihd •~IM ditunAilum 

.. . ... -·--. -..... .. ..... 
c). Kajia!l 2 tahoin setelah JapOran a tanun ~nD.t:Sllt:ll 

tu,R;a [W!rt1:1itian 
diDUblikasiku 

di. Sist..;; informMi 
--··· 2 tahun set~~ :!nmlt:JU 

.. 
f'>cnaonett 3 l,ww, 

aplikasi diingkatkon dan 
clkembangkan 

-.... 



. ' 

BAB VII 
KET~NTUAN 1-'~NUTUP 

Pasa.1 8 

Peraturan Bupati ini mulai berlalru pada tanggal 
dlundangkan. 

orang mengetahuinya, rnemerintahkan 
Peraturan .11upati 1n1 dengan 
dalam Berita Dacrah Kabupaten 

Agar setiap 
pengund.angan 
penempatannya 
~,i,w . 

Di.undangkan e1i Pringsewu 
pada tanggal '5 ,\.,.:>ri.l 20'0 

Ditetapkan d : Pring~wu 
pad.a tanggal 4 '.Qri l :J!.) E l 

BUI'ATI PRlNGSEWU, 

ctto 

SUJADI 

SEKRETARIS DAERAH .KABUPATEN PRINGSEWU, 

dto 

A. BUDIMANPM 

BERITA DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN 2018 NOMOR 

Sesuai dengan aslinya 
Kepala Bagian Bina dan Fasi.litasi Produk Hukum 

Sekretariat Daerah Kabupaten Pringsewu 

IHSAN HENDRAWAN, S.H 

JDIH Kabupaten Prlogsewu : bttp:/ /jdlb.prlogsewukab.go.lll/ 



NO JENIS /SEIUES ARSIP 
JANGKA WAKTU PENYJMl'ANAN KJ!;J'.t.:MMUAH 

/IKTtF 1)11\KTtF 

1 ll 3 4 IS 

6. Ht:KUM DAN PENYELESAIAN S.\NGGAH 

A. Ban,uan huJrum/kcn,.ullwsihuko.un/advol<a>i 2 tAhun Rl'!telah Atahun Mu•ruh 
kams/?ttkara 

Pemberian ':,antuan/ konsultaBi hukum pidana, periata, tato. u&aha 11egare. dan 111empunyai kekuatan 

agamaJ h,;.kum teta.p 
,,_ 

L-
.. 

B, l'enaneana,i Pe~aaalahan :iulc;m l t~UD 1tehlNl ltalmn PMmanen 
kasus/perkara 

1). Pe11anganan pem,a.salahan l:ontrel< mempunyei kekuatan 
huku..,, 

a). l"cr.ang= pcnDD•ruabn kontrak ..... _ danjaaa telap 

___ _b.). Per.anganan permawahan kontrak pekerjean _k_ons~ksi ·- ·-- ·----· -· 
21. Keterar.gan ahli 2 tshun serelah 3 tahun Pennanen 

a). Keterangan ahli batang dan jasa mempunyu kekuatan 

b). Keterangan ahb pekerjaan konstrukll te~p 

BUPAn PRlll[GSi,:WU, 

dto 

SUJAOI 

JDDf Kabupaten Prinpewu : http:/ /,idih-prinpewukab-zo-id/ 
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